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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Salinan PUTUSAN

Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara  perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3201066311920001 tempat dan tanggal lahir Tegal, 23

November 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir  D3,  pekerjaan  Karyawan  Swasta,  bertempat

tinggal di XXXXXXXXXXXX;  Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3201070502810021 tempat dan tanggal lahir Bogor, 05

Februari 1981,  umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir  S1,  pekerjaan  Karyawan  Swasta,  bertempat

tinggal di XXXXXXXXXX; 

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dalam  surat  gugatannya  tanggal  01  Februari  2024

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Cibinong  Nomor

1039/Pdt.G/2024/PA.Cbn  tanggal  01  Februari  2024,  dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa,  pada  tanggal  03  November  2016  Penggugat  dengan

Tergugat  melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat  pada Kutipan

Akta  Nikah Nomor:  XXXX/XXX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh  Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten

Bogor, tertanggal 03 November 2016;
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2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal terakhir di XXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa,  selama  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

bercampur  (ba’da  dukhul)  sebagaimana  layaknya  suami  istri,  dan  sudah

dikaruniai keturunan yang bernama: 

3.1 ANAK I, Laki-laki, lahir di Bekasi, 24 April 2018, umur 5 tahun;

3.2 ANAK II, Laki-laki, lahir di Bekasi, 18 Agustus 2020, umur 3 tahun

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

berjalan rukun dan harmonis,  namun pada sekitar bulan November 2021

terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang terjadi  secara terus menerus,

yang di antaranya disebabkan karena:

4.1. Bahwa  komunikasi  antara  Penggugat  dan  Tergugat

kurang berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan perselisihan;

4.2. Bahwa saat terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata

kasar  dan menghina Penggugat  seperti  kata-kata binatang sehingga

menyakiti perasaan Penggugat;

4.3. Bahwa  Tergugat  memiliki  wanita  idaman  lain  yang

diketahui Penggugat lewat Media Sosial;

5. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat

dengan Tergugat terjadi pada 28 Juni 2023, di mana sejak saat itu Tergugat

pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal pada alamat tersebut di

atas; 

6. Bahwa  sejak  berpisahnya  Penggugat  dengan  Tergugat  selama

puncak perselisihan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana

sebagaimana  mestinya  karena  sejak  saat  itu  Tergugat  tidak  lagi

melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat

dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka

perceraian  merupakan  alternatif  terakhir  bagi  Penggugat  untuk

menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
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8.1. ANAK I, Laki-laki, lahir di Bekasi, 24 April 2018, umur 5

tahun;

8.2. ANAK II, Laki-laki, lahir di Bekasi, 18 Agustus 2020, umur

3 tahun

selama  ini  tinggal  bersama  Penggugat,  oleh  karena  itu  untuk

kepentingan  anak  itu  sendiri  serta  rasa  kasih  sayang  Penggugat

terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan

berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat; 

9. Bahwa,  terhadap  biaya  yang  timbul  akibat  perkara  ini  agar

dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Cibinong C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara

ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  Talak  satu  (1)  ba'in  sugra Tergugat  (TERGUGAT)

Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan  Penggugat  sebagai  pemegang  hak  asuh  atas  anak

yang bernama

3.1 ANAK I, Laki-laki, lahir di Bekasi, 24 April 2018, umur 5

tahun;

3.2 ANAK II, Laki-laki, lahir di Bekasi, 18 Agustus 2020, umur

3 tahun 

dengan  tetap  memberikan  hak  akses  kepada  Tergugat  untuk

mengunjungi anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat

lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et

bono);

      Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak  datang  menghadap di
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persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  Panggilan  (relaas)

Nomor  1039/Pdt.G/2024/PA.Cbn  Tanggal  02  Februari  2024  dan  Nomor

1039/Pdt.G/2024/PA.Cbn  Tanggal  15  Februari  2024  yang  di  bacakan  di

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut  disebabkan  oleh  alasan

yang sah;

Bahwa majelis  hakim telah menasehati  Penggugat  agar  berfikir  untuk

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang

menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  selanjutnya

dimulai pemeriksaaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat  yang

maksud dan tujuannnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa Penggugat untuk membuktikan  dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa:    

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. XXXX/XXX/XX/XXXX tanggal 03 November

2016  yang  dikeluarkan  oleh  KUA Bojonggede  Kabupaten  Bogor  Provinsi

Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan

telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai,  diberi tanda P ;

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Dukcapil

Kabupaten  Bogor,  bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai,  diberi

tanda P.2 ;

-  Fotokopi Akta Kelahiran atas nama aqlan Nakun Nabhan, yang dikeluarkan

oleh  Dukcapil  Kabupaten  Bogor,  bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai

cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai,

diberi tanda P.3; 

B. Saksi:

1. SAKSI  I,  dibawah  sumpahnya  telah  memberikan  keterangan  sebagai

berikut:

 Bahwa saksi adalah Kakak Ipar ;

 Bahwa sepengetahuan saksi keadaan  rumah tangga Penggugat

dan Tergugat  awalnya rukun  dan harmonis akan tetapi   sejak  Bulan
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November  tahun  2021 mulai  sering  terjadi  pertengkaran,  saksi

mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut;

 Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Komunikasi kurang

lancar, dan tergugat sering berkata kasar ;

 Bahwa setahu saksi  antara Penggugat  dengan Tergugat  sudah

berpisah rumah sejak 1 tahun sampai sekarang; 

 Bahwa  pihak  keluarga  pernah  merukunkan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa saksi  tidak  sanggup lagi  merukunkan rumah tangganya

Penggugat ;

 Bahwa dari pernikahan mereka mempunyai anak 2 orang,anak-

anak tersebut sekerang diasuh oleh Penggugat;

2. SAKSI  II,  dibawah sumpahnya telah  memberikan keterangan sebagai

berikut:

 Bahwa  hubungan  saksi  dengan  Penggugat  sebagai  Kakak

Penggugat ;

 Bahwa  setahu  saksi   rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

awalnya berjalan rukun  dan harmonis akan tetapi sejak Bulan November

tahun  2021 mulai  sering  terjadi  pertengkaran,  saksi  mengetahuinya

karena pernah melihat pertengkaran tersebut ;

 Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Komunikasi kurang

lancar, dan tergugat sering berkata kasar;

 Bahwa setahu saksi  antara Penggugat  dengan Tergugat  sudah

berpisah rumah sejak  1 tahun sampai sekarang ;

 Bahwa  pihak  keluarga  pernah  merukunkan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa dari pernikahan mereka mempunyai anak 2 orang,anak-

anak tersebut sekerang diasuh oleh Penggugat;

 Bahwa saksi  tidak  sanggup lagi  merukunkan rumah tangganya

Penggugat ;

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang; 
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Bahwa untuk  mempersingkat  uraian putusan ini,  segala  yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara majelis

terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa Penggugat,  apakah surat

kuasa  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  sehingga  para  kuasa  hukum

mempunyai legal standing mewakili Penggugat  dalam pekara aquo;

Menimbang,  bahwa setelah  majelis  mempelajari  surat  kuasa tersebut,

maka surat kuasa tersebut dibuat khusus untuk mengajukan perkara perceraian

terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong, sehingga surat kuasa telah

memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober

1994, selanjutnya di persidangan para Kuasa hukum telah menunjukkan KTA

yang masih berlaku,  dilampiri  berita  acara sumpah Advokat,  oleh karena itu

telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 18 tahun 2003

tentang  “Advokat”,  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  majelis  berpendapat

surat  kuasa  tersebut  dinyatakan  sah   dan  para  kuasa  hukum  tersebut

mempunyai  legal  standing mewakili  Penggugat  menghadap  ke  persidangan

Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  datang  menghadap  dipersidangan

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya

yang  sah,  meskipun  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  tersebut  disebabkan  oleh

alasan  yang  sah,   harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  gugatan  Penggugat

tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 126 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah mengenai gugatan perceraian

yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di

Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah

Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan

Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan  Pasal 73

ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,
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Pengadilan  Agama  Cibinong  secara  absolut  maupun  relatif  berwenang

mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak

yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (persona standi in judicio).

Menimbang,  bahwa  perkara  cerai  gugat  adalah  termasuk  sengketa

perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun

2016 wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, namun oleh karena Tergugat

tidak  pernah  hadir  dalam  persidangan  maka  Majelis  Hakim  merasa  cukup

beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal 

ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016,

namun demikian  Majelis  telah  berusaha  menasehati  Penggugat  untuk  tetap

mempertahankan  keutuhan  rumah tangganya dengan Tergugat, akan

tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  pokok  gugatan  Penggugat  adalah  gugatan  cerai

dengan dalil-dalil antara Penggugat  dan Tergugat sejak Bulan November tahun

2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Komunikasi

kurang  lancar,  dan  tergugat  sering  berkata  kasar,  antara  Penggugat  dan

Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 1 tahun;

       Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-

tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak

pernah hadir  di  persidangan,  namun karena perkara  ini  perkara  perceraian,

maka  Penggugat  tetap  diwajibkan untuk membuktikan alasan- 

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; 

       Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal  163 HIR jo.  Pasal  1685 KUH

Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas; 

Menimbang,  bahwa Penggugat  untuk  membuktikan dalil-dalilnya  telah

mengajukan bukti surat P. 1, P.2 dan P.3 (dua) orang saksi ;

Menimbang,  bahwa  terhadap  bukti  surat  P,1.  P.2  dan  P.3,    telah

bermeterai cukup dan dinazegelen hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3

ayat (1) huruf b  Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,

maka alat bukti tersebut  dapat diterima sebagai alat bukti, bukti surat P telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  sebagai  akta  autentik,  oleh  karena  itu

mempunyai  kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata, berdasarkan bukti P. tersebut terbukti

Penggugat  dan  Tergugat  adalah suami istri yang  terikat perkawinan sejak
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tanggal 03 November 2016, dan dari pernikahan dikaruniai 2 orang anak yang

bernama: ANAK I,  lahir  tanggal  24 April  2018 dan ANAK II,  lahir  tangga 18

Agustus 2020;

Menimbang,  bahwa  saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil

sebagai  saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, yang

telah  memberikan  keterangan antara  Penggugat dan Tergugat sering terjadi

pertengkaran  yang  terus  menerus  sejak  Bulan  November  tahun  2021  yang

disebabkan  Komunikasi  kurang  lancar,  dan  tergugat  sering  berkata  kasar,

antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 1 tahun

sampai sekarang, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak,

akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  yang  telah  diajukan  oleh

Penggugat maka  Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat   dan  adalah  suami  isteri  sah  sejak  tanggal  03

November 2016 ;

2. Penggugat dan Tergugat  sering terjadi pertengkaran sejak  Bulan

November  tahun  2021 yang  disebabkan Komunikasi  kurang lancar,  dan

tergugat sering berkata kasar;

3. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak  1 tahun

sampai sekarang ;

4. Penggugat  dan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga,

akan tetapi tidak berhasil;

       Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan  adanya  fakta  hukum  bahwa  rumah  tangga  Penggugat   dan

Tergugat  telah pecah (broken marriage) disebabkan sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi ;

       Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat  dan Tergugat yang

sudah berpisah rumah maka  telah memberikan keyakinan keduanya sudah

tidak  ada  hubungan  yang  baik  lagi  layaknya  suami  isteri,  karena  selama

berpisah rumah sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, masing-masing

telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, demikian juga

usaha damai dari keluarga telah dilakukan tetapi tidak berhasil ;

       Menimbang,  bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut serta sikap

Penggugat di persidangan yang selalu ingin bercerai dengan Tergugat, maka
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rumah  tangga  Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup

rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang

serta  kedamaian  sebagai  unsur  yang  fundamental dalam sebuah bahtera 

rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana

dikehendaki  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yaitu

membentuk  rumah  tangga  yang  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan

rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan

firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an  Surat Ar-Ruum: 21 yang artinya berbunyi:

Artinya  :  “Dan di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri  dari  jenismu sendiri,  supaya kamu cenderung

dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu

rasa kasih dan sayang……”;

sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

       Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti

dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009  tentang  Perubahan kedua atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989

Tentang  Peradilan  Agama Jo.  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  (KHI),

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI  Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 26 Maret

1997, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI  Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 17

Maret 1999 jo. SEMA Nomor 04 Tahun 2014 Rumusan Hukum Kamar Agama-4

jo.  SEMA Nomor  3  Tahun  2018  Rumusan  Hukum  Kamar  Agama-III.A-1  jo

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas

dihubungkan  dengan  petitum  gugatan  Penggugat  pada  angka  2  agar

pengadilan  agama  menjatuhkan   talak  satu  bain  sughra  Tergugat  terhadap
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Penggugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi

Hukum Islam, petitum Penggugat  tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan gugatan

Penggugat  telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hak, maka sesuai

dengan  Pasal  126  HIR,  gugatan  Penggugat   tersebut  dikabulkan  secara

verstek;

 Menimbang,  bahwa disamping Gugat  cerai  tersebut,  Penggugat  juga

mengajukan hak asuh anak yang bernama; 2 orang anak yang bernama: ANAK

I, lahir tanggal 24 April 2018 dan ANAK II, lahir tangga 18 Agustus 2020, berada

dalam asuhan Penggugat;  

        Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang

belum  mumayyiz  atau  belum  berumur  12  tahun  adalah  hak  ibunya,  dan

pemeliharaan  anak  yang  sudah  mumayyiz  diserahkan  kepada  anak  untuk

memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan serta

biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sebagaimana maksud  Pasal 105

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal

105 Kompilasi hukum Islam diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara

a contrario (mafhum mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat

(1)  Undang  undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  perlindungan  anak,

selengkapnya  berbunyi  sebagai  berikut:  (1)  orang  tua  berkewajiban  dan

bertanggungjawab untuk : a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi

anak, b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan

minatnya, dan c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak anak; (2)

Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena

suatu  sebab  tidak  dapat  melaksanakan  kewajiban  dan  tanggungjawabnya,

maka  kewajiban  dan   tanggungjawab  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal

tersebut  diatas  dapat  dicabut  kekuasaannya  karena  sangat  melalaikan

kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali  (vide pasal 49 ayat

(1) Undang undang Nomor 1  Tahun 1974);

        Menimbang, bahwa berdasarkan buku II  Edisi revisi 2013 halaman 156

huruf  (b)  berbunyi,”Pemeliharaan  anak  yang  belum  mumayyiz  (berusia  12

tahun)  dapat  dialihkan  kepada  ayahnya,  apabila  ibu  dianggap  tidak  cakap,
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mengabaikan  atau  mempunyai  prilaku  buruk  yang  akan  menghambat

pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak” dan

ketentuan Pasal 7 huruf (a) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang

Perlindungan  Anak  yakni,  ”setiap  anak  berhak  mengetahui  orang  tuanya,

dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;

      Menimbang, bahwa terhadap  hak asuh terhadap 2 orang anak yang

bernama: ANAK I, lahir tanggal 24 April 2018,berumur 5 tahun  dan ANAK II,

lahir tangga 18 Agustus 2020 berumur sekitar 3 tahun,dan anak tersebut saat

ini  belum mumayyiz,   sebagaimana  maksud  Pasal  105  huruf  (b)  Kompilasi

Hukum Islam maka Hakim Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat

untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap kedua orang anak

tersebut dapat dikabulkan; 

       Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada

Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan

yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil  dengan resmi

dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);  

4.  Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang

bernama

4.1. ANAK I, Laki-laki, lahir di Bekasi, 24 April 2018, umur 5 tahun;

4.2.  ANAK II,  Laki-laki,  lahir  di  Bekasi,  18  Agustus  2020,  umur  3

tahun 
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     dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat  untuk

mengunjungi anak tersebut;

5. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp. 900000,- ( sembilan ratus ribu rupiah);  

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal  9 Sya'ban

1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Detwati, M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hj. Ratna

Jumila, M.H. dan Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.. sebagai hakim Anggota, dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  dihadiri  Hakim  Anggota  dan  Abdullah  As'ad,  S.H..

sebagai  Panitera  Pengganti,  serta  dihadiri  oleh  Penggugat  tanpa  hadirnya

Tergugat; 

Ketua Majelis

Dra. Hj. Detwati, M.H.

  Hakim Anggota I Hakim Anggota 

Drs. Hj. Ratna Jumila, M.H.                  Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Abdullah As'ad, S.H.

Perincian biaya :

-  PNBP : Rp 60.000,-

-  Proses : Rp 50.000,-

-  Panggilan : Rp 780.000,-

-  Meterai : Rp               10.000,-  
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J u m l a h : Rp 900.000,-

(sembilan ratus ribu rupiah);

. Dede Supriadi, S.H., M.H.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


